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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu
untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurani
kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk
perzinaan.1

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu
akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan
wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak,
dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan
suatu kebahagaiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan
ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.?

Dalam Islam, perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang
suami hanya mempunyai satu istri dan seorang istri hanya mempunyai satu
suami. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam
al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3 pada akhir ayat: “......kalau kamu tidak akan
adil diantara istri-istri kamu itu seyogyanyalah kamu mengawini seorang

perempuan saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat

! Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.
* Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,
2007), 8.



aniaya’ Lawan dari kata monogami yaitu poligami, poligami adalah
perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang
sama.’

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering
diperbincangkan dalam masyarakat muslim hingga dulu sampa saat ini.’
Dalam Islam poligami mempunyai arti pernikahan seorang laki-laki yang

lebih dari sartu istri dengan batasan maksimal empat istri. Hal ini sesuai

dengan firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 3:

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat belaku adil, maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dilanjutkan juga dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 129:

B 5ddb Joall Js\,,w 6 (....o ,Jj Sl u.; \,J.w b \yda.li.ﬁ ;,Jf

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-
istrilmu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu,
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu
biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan

3 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ul-Press, 1986), 55.

* Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 159.

° Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan
Jender, 1999), 2.

 Ahmad Tohaputra, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris), (Semarang: Asy-
Syifa’ Semarang, 1998), 61.



dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lahi Maha Penyayang’.

Poligami salah satu masalah yang paling banyak diperbincangkan dan
dipertimbangan pada saat pemberlakuan hukum perkawinan di negara
muslim, diantaranya di Indonesia dan Turki. Indonesia merupakan negara
yang menganut asas monogami, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang

istri hanya boleh mempunyai seorang suami””’

Walaupun di Negara Indonesia menganut asas monogami, akan tetapi
di Indonesia sendiri masih membuka ruang kepada masyarakat untuk
melakukan poligami. Namun pembolehan ini dipersulit dengan beberapa
aturang yang sangat ketat, dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 yang berbunyi:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat
tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

7 Undang-undang No. 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.



b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.®

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 5:

(1) Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-isri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri
dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi dalam perjanjian, atau
apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian
dari Hakim Pengadilan.’

Di dalam Kompilasi Hukum islam (KHI) yang merupakan pedoman bagi
muslim Indonesia dalam hal hukum keluarga termasuk juga poligami
menentukan bahwa poligami juga diperbolehkan yang diatur dalam Pasal

dalam Pasal 55 sampai 59. Dalam Pasal 55 menyatakan bahwa: (1) Beristri

¥ Ibid., Pasal 4.
’ Ibid., Pasal 5.



lebih dari satu pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri; (2)
Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anaknya; (3) Apabila syarat utama yang disebut
pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari
seorang. '’

Lebih lanjut dalam KHI Pasal 56 dijelaskan bahwa (1) suami yang
hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan
Agama; (2) pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975; (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua,
ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai
kekuatan hukum."'

Pada Pasal 57 dijelaskan “Pengadilan Agama hanya memberi izin
kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (a) istri tidak
menjalankan kewajiban sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau
penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan
keturunan.'?

Dalam pasal 58 KHI menyebutkan: selain syarat utama yang disebut

pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama,

""Kompilasi Hukum Islam Pasal 55
" Kompilasi Hukum Islam Pasal 56
"?Ibid., Pasal 57



harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974."

Selanjutnya pada Pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang
pengadilan agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang
tidak mau memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami,
persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya
bunyi Pasal tersebut sebagai berikut: “Dalam hal istri tidak mau memberikan
persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang
berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan
57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah
memaksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersdangkan Pengadilan
Agama, dan terhadap penetapan ini itri atau suami dapat mengajukan bandig
atau kasasi.”'*

Selain UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, persyaratan
poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Perkawinan Pasal 40 sampai 44. Adapun persayaratan poligami bagi para
pejabat yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Izin beristri lebih dari seorang, termasuk PNS hanya dapat diberikan
apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan syarat
kumulatif. Adapun syaratsyarat alternatif dimaksud adalah: (a) istri tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat

" Ibid., Pasal 58 ayat (1)
" Ibid., Pasal 59.



badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak dapat
melahirkan keturunan.'®

Sedang syarat kumulatif adalah (a) ada persetujuan tertulis dari istri;
(b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri
dan anak-anak mereka; (c) ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.'®

Berbeda di negara Turki, yang sama-sama menganut asas monogami di
Indonesia akan tetapi di Turki asas ini di terapkan secara mutlak dengan
menutup ruang kepada mayarakatnya untuk melakukan poligami. Hal ini
sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Sipil Tahun 2001 Pasal 130:
“Siapapun yang ingin menikah lagi harus membuktikan bahwa pernikahan

sebelumnya telah berkahir”."”

Dalam Undang-Undang sebelumnya juga disebutkan bahwa apabila
seorang suami akan melakukan poligami harus membuktikan bahwa
perkawinannya dinyatakan bubar karena perceraian atau kematian, ini sesuai
dengan pasal 93 dan 112 Undang-Undang Sipil Tahun 1926:

“Siapapun yang ingin menikah lagi wajib menyatakan bahwa pernikahan
tersebut tidak sah dengan kematian atau perceraian atau dengan pembatalan

perkawinan”.'®

"> Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Perbandingan Perundang-
Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002),
108.

" Ibid.,

"7 Amandemen Undang-Undang Sipil Tahun 2001 Pasal 130.

18 Undang-Undang Sipil Tahun 1926 Pasal 93..



Dilanjutkan dengan Pasal 112
Pernikahan batal demi hukum dalam kasus sebagai berikut:
1)  Suami dari satu istri menikah pada saat pelaksanaan perkawinan.
2) Seorang suami dan istri dari satu penyakit mental pada saat
pelaksanaan perkawinan atau menyebabkan hasil permanen.
3)  Antara suami dan istri ada hubungan darah atau kekerabatan. "
Pelarangan poligami yang dilakukan di Turki berdasarkan
pertimbangan kondisi masyarakat modern tidak memungkinkan seorang laki-
laki memnuhi syaratnya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya seperti
yang ditentukan dalam al-Qur’an.”
Berangkat dari paparan latar belakang masalah tersebut, maka menjadi
hal yang menarik untuk melakukan sebuah perbandingan antara sistem asas
monogami di Indonesia dan Turki. Karena itu penulis kali ini mengangkat

penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Terhadap Asas Monogami

Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia dan Turki”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi
masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:
1. Pengertian perkawinan

2. Asas perkawinan (asas monogami)

" Ibid., Pasal 112.

% Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual
Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Ni. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2007), 13-14.



3. Pengertian dan dasar poligami

4. Pengertian poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Turki
Kemudian untuk menghindari penjelasan yang akan keluar dari

pembahasan maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tentang asas monogami di Indonesia.

2. Tentang asas monogami di Turki.

3. Tentang perbandingan asas monogami di Indonesia dan Turki.

Rumusan Masalah
Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka disusun rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana asas monogami menurut hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana asas monogami menurut hukum perkawinan di Turki?

3. Bagaimana perbandingan asas monogami di Indonesia dan Turki?

Kajian Pustaka

Kajian pustaka terdahulu berguna untuk memperjelas, menegaskan, serta
melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan oleh penulis lain.
Selain itu berguna untuk mempermudah pembaca membandingkan hasil
penelitian serta menghindari plagiarisme. Dari hasil penelusuran yang teah
dilakukan, maka ditemukan beberapa skripsi yang memiliki tema sejenis.

Adapun rincian dan penjelasannya sebagai berikut:
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1. Skripsi karya Muhammad Mahrus yang ditulis oleh Mahasiswa TAIN
Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dengan judul “Studi
Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Abdullah Ahmed Al-
Na’im Tentang Poligami” yang menghasilkan kesimpulan bahwa
poligami menurut pendapat Muhammad Syahrur poligami
diperbolehkan dengan syarat istri yang 2, 3, 4 adalah seorang janda
yang mempunyai anak dengan alasan upaya perlindungan. Sedangkan
menurut Abdullah Ahmed Al-Na’im poligami merupakan diskriminatif
terhadap jenis kelamin karena merupakan pelanggaran terhadap hak
asasi manusia dan tidak dapat dipertahankan lagi untuk saat ini.*!

2. Skripsi karya M. Lukman Chakim yang ditulis oleh Mahasiswa UIN
Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dengan judul “Poligami
Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin Al-Thufi” yang menghasilkan
kesimpulan bahwa Islam membolehkan umatnya untuk poligami
dengan syarat adil (berdasarkan mas/ahah dengan prinsip menanamkan
kebaikan atau manfaat mencegah terjadinya madaraf) dan dibatasi
hanya empat istri sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat
322

3. Skripsi karya Arisa Hardiyati yang ditulis oleh Mahasiswa UIN Sunan
Ampel Surabaya Fakultas Syariah dengan judul “Pandangan Tokoh

Agama Terhadap Poligami Lebih Dari Empat Orang Istri (Telaah

! Muhammad Mahrus, “Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Abdullah Ahmed
Al-Na’im Tentang Poligami, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

** M. Lukman Chakim, “Poligami Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin Al-Thufi,” (Skripsi—
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
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Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Terhadap Poligami Kyai Haji Masyhurat)” yang menghasilkan

kesimpulan bahwa beberapa tokoh agama membolehkan poligami.
Akan tetapi dengan catatan tidak menyalahi aturan syariat Islam.”

Dari paparan kajian pustaka penelitian terdahulu di atas, maka

pembahasan penelitian penulis berbeda karena penulis lebih fokus pada

sistem penerapan asas monogami menurut hukum perkawinan di Indonesia

dan Turki.

E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui sistem asas monogami di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sistem asas monogami di Turki.
3. Untuk mengetahui perbandingan sistem asas monogami antara

Indonesia dan Turki.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat

pemikiran bagi displin keilmuan pada umumnya dan dapat digunakan untuk

hal-hal berikut:

> Arisa Hardiyati, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Poligami Lebih Dari Empat Orang Istri
(Telaah Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Terhadap
Poligami Kyai Haji Masyhurat)”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
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1. Aspek teoritis: sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan
wawasan khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan yang berkaitan
dengan poligami yang mengacu pada negara lain (Negara Muslim
Modern).

2. Aspek praktis: dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian
berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dan
menyebarluaskan hasil penelitian ini. Dan juga penelitian ini bisa

menjadi rujukan pada permasalahan poligami.

G. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran sehingga
mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penelitian yang mengambil judul
“Analisis Perbandingan Terhadap Asas Monogami Menurut Hukum
Perkawinan Di Indonesia dan Turki” ini, maka dipandang perlu untuk
memaparkan definisi dari setiap variabel yang terdapat dalam judul tersebut.
Adapun pemaparannya sebagai berikut:
1. Asas yakni dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan atau berpendapat).**
2. Monogami yakni sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki

mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.*

" Kamus Besar Bahasa Indonesia
# Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), 753.
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Datayang Dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang diperlukan
dalam penelitian ini adalah data tentang sistem asas monogami dalam

Hukum Perkawinan Indonesia dan Turki yang meliputi:

a. Data tentang asas monogami di Indonesia.

b. Data tentang asas monogami di Turki.

2. Sumber Data
Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan
sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder dalam penelitian
ini adalah:

a. Sumber data primer adalah sumbaer data pokok yang menjadi
acuan dalam sebuah penelitian. Peelitian ini menggunakan sumber
data primer berupa:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2) Kompilasi Hukum Islam.
3) Amandemen Undang-Undang Sipil Tahun 2001
4) Undang-Undang Sipil Tahun 1926
b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dan

diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi
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yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah,

dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.*®

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern karya HM. Atho’
Muzdhar dan Khairuddin Nasution.

Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern karya
Mardani.

Poligami Perspektit Perikatan Nikah karya Titik Triwulan
Tutik dan Trianto.

Hukum Prrdata di Indonesia karya Zainuddin Ali.

Status Wanita di Asia Tenggara karya Khoiruddin Nasution.
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir
Syarifuddin.

Hukum Kekeluargaan Indonesia karya Sayuti Thalib.
Pandangan Islam Tentang Poligami Karya Musdah Mulia.
Memahami  Keadilan  Dalam  Poligami karya  Arij

Abdurrahman As-Sanan.

10) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan

karya Ny. Soemiyati.

11) Artikel Turkey and Cyprus. Chapter 1.

12) Artikel Family Law of The Turkish Republic karya

Muhammad Rashid Feroze.

** Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,

Cet. XII, 2000), 115
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13) Artikel Aftermath of a Revolution: A Case Study of Turkish
Family Law karya Seval Yildirim.
3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Terhadap Asas
Monogami Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia dan Turki” ini
berbentuk /ibrary research (studi kepustakaan) yaitu sebuah penelitian
yag mempelajari, menelaah serta mengumpulkan data-data yang
berasal dari Undang-Undang, jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang
berkaitan dengan perkawinan khususnya data mengenai asas
monogami menurut Hukum Perkawinan di Indonesia dan Turki.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu sebuah teknik
pengambilan data melalui dokumen-dokumen®’ tertulis baik yang
berbentuk Aard copy maupun soft copy.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif komparatif,
yakni dengan menggunakan metode komparatif (perbandingan).
Metode ini digunakan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan
tentang pelaksanaan asas monogami dalam Hukum Perkawinan
Indonesia dan Turki, sehingga dapat terlihat persamaan dan perbedaan

asas monogami di Indonesia dan Turki.

" Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Peneitian Sosial Cet. 1, (Jakarta:
Bumi Aksara, 1996), 73.
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Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang
masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub bab tersebut
menyusun integralitas pengertian dari skripsi.

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar beakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum asas monogami menurut hukum
perkawinan di Indonesia.

Bab III berisi tentang tinjauan umum asas monogami menurut hukum

perkawinan di Turki.

Bab IV berisi analisis perbandingan penerapan asas monogami dalam

hukum perkawinan di Indonesia dan Turki.

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran.



